
BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR L T/'.ilui!{- P,oe3

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANCAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINIS:TRASI

KETETAPAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : batrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2O2A tentang Pajak
Daerah, rnaka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi Ketetapan Paj ak;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tal".un 1959 tentang
Pembentukan Daeral--daeratr Tingkat II di Sulawesi

fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2AI4 Nomor 244, Tambafran
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015
tentang Perubatran Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nor,nor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;



4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Ta}ltn 2O2O
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2O2O Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banegai Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF KETETAPAN PAJAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kas Daeral. adalah Kas Pemerintal. Kabupaten Banggai.
2. Pajak Daeral- yang selanjutnya disebut paj ak, adatal.

konstribu si wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat rnemal<sa berdasarkan
Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daeral. bagr sebesar-
besarnya Kemakmuran Rakyat.

3. Wajib pajak adalah or€rng pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewaj iban perpajakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

4. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual
beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai peroletran baru atau NJOp
pengganti.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan perdesaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usatra perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

6- Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib p4jak untuk
melaporkan data subjek dan objek pBB-p2 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
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7. Lampiran Surat Pemberitatruan Objek Pqjak yang selanjutnya
disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek
PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

a. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembaya.ran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

9. Surat Pemberitahuan Paj ak Terutang yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak

10. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS
adalah bukti pelunasan PBB-P2.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah kbih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adatah
surat untuk melakukan tagihan pEak dan/aiau sanksi administrasi
berupa bunga dan/ atau denda.

16. Surat Ketetapan Paj ak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlal. kekurangan
pernbayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masitr harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Paj ak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selarrjutnya disingkat SKPDKBT adatah Surat Ketetapan yang
menentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pqjak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan
jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.
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19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk
merregur atalr memperingatkan Wajib Paj ak untuk
menyampaikan SPOP atau melunasi utang pajak.

20. Surat Keputusan Pernbetulan adalah Surat Keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perp4jakan daerah yang terdapat dalam SPPI, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau Surat Keputusan
Keberatan.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan atam digunakan oleh
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pej abat
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang
dipersamakan.

22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak
dan biaya penagihan paj ak.

23. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak daeratr untuk
menguasai barang atau harta Wajib Pajak guna dij adikan
j aminan untuk melunasi utang pajak rnenurut peraturan
perundang-undangan.

24. Jurusita Paj ak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan
pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

25. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP
adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil
pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa seca.ra ringkas dan
jelas serta sesuai dengan m€rng lingkup dan tujuan
perneriksaan.

26. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk
sejumlah Objek Pqjak yang dilakukan pada saat tertentu secara
bersamaan dengan menggunaka-rr suatu prosedur standar yang
dalam hal ini disebut Computer Asslssled Valuation.

27. Penetapan Massal adalah proses penghitungan PBB-P2
tertrutang atas sejumlah Objek Pajak dalam satu w'ilayah Desa
untuk satu tahun pqjak tertentu yang dilakukan pada saat
tertentu secara bersamaan dengan menggunakan prosedur
standar melalui bantuan komputer.

28. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah
Nomor identifikasi Objek Pajak yang mempunyai karakteristik
unik, pennanerr, standar dengan satu€rn blok dalam satu
wilayah administrasi pemerintatran Desa yang berlaku secara
nasional.
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29. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adaJaJ,. Zona
geografis yang terdiri atas sekelornpok Objek Paj ak yang
mernpunyai satu Nilai Indikasi Rata- Rata yang dibatasi oleh
batas penguasaan/pemilikan Objek Pajak dalarn satr.r satuan
wilayah Desa tanpa terikat pada batas blok.

30. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan
objek dan subjek Pajak antara lain identitas .Wqjib Pajak, data
kepemilikan, data perizinan, data pembayaran pajak daerah.

31. Rekening Kas lJmurn Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai.

32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daeral. yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nornor yang diberikan kepada Wajib Pajak
Daeral. sebagai sarana dalam administrasi perpaj akan Daerah
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
wqiib pAjak daerah dalam rnelaksanakan hak dan kewaj iban
perpajakannya.

33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daeratr yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai
bendahara urnurn daeral..

34. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnernimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang rnemimpin
pelaksanaan Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom.

35. Bupati adalah Bupati Banggai.
36. Perangkat Daerah Adalah Unsur pernbantu Kepala Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintatran yang menjadi kewenangan Daerah.

37. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang tugas
dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan pajak daerah dan
rtetribusi daerah.

38. Kepala Badan Pendapatan adalah kepala perangkat daerah yang
tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan pajak daeral.
dan retribusi daerah.

39. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu:
a. tata cara pembetulan ketetapan pajak;
b. tata cara pembatalan ketetapan pajak daerah;
c. tata cara pengurangan ketetapan pajak;
d. tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administratif

paiak;



e. persyaratan pengajuan perrnohonan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif;

f. penyelesaian permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif; dan

g. penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara jabatan.

BAB II
TATA CARA PEMBETUI.AN KETETAPAN PAJAK

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada kepala Perangkat
Daeral,. yang membidangi pajak daerah kanena jabatzrnnya atau atas
permohonan wajib pajak dalam hal Pembetulan SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN danlatau SKPDLB yang tidak benar
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
a. kesalahan tulis;
b. kesalahan hitung; dan/atau
c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpaj akan daerah.

Pasal 4
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang
tidak benar sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Permohonan pembetulan dapat diajukan wajib pajak atau kuasanya
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani

oleh w4jib paj ak atam kuasanya, menggunakarr bahasa
indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang
rnendukung permohonannya;

b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;dan
c. melampirkan persyaratan rninirnal:

1 . fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/ paspor / NPWPD) ;

2.surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
3.data pendukung yang dapat rnenunjukan bal..wa SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut
tidak benar.

Pasal 5

{1} Membetulkan SPP[, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN
dan/ atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilakukan penelitian setempat
dan/atau penelitian adrninistrasi oleh Perangkat Daeral. yalg
membidangi pajak daerah.

(2) Hasil penelitian seternpat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
dituangkan dalarn laporan hasil penelitian.
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(1)

(2)

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memastikan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
SKPDN dan/ atau SKPDLB yang tidak benar dalarn penerbitannya
sebagai dasar untuk membetulkan ketetapan pajak daerah.

Pasal 6

(1) Perrnohonan pernbetulan yang tidak rnernenuhi ketentuan
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4, perrnohonan tidak
dapat diproses.

(2) Dafam hal perrnohonan pernbetr.rlan tidak rnernenuhi
ketentuan, kepala Perangkat Daeratr yang rnernbidangi
pendapatan daera} dalarn j angka waktu paling larna 14
(ernpat belas) hari sej ak tanggal penerirnaan surat
permotronan pernbetulan harus rnernberitatrr.rkan secara
tertulis kepada wajib p4j ak/ ku asanya disertai alasan yang
rnendasari.

Pasal 7

Kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah
da-lam j angka waktu paling Iama 14 (ernpat belas) hari sejak
tanggal penerimaan permohonan pembetulan secara lengkap,
harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan
yang diajukan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau rnenolak perrnotronan wajib pajak.

BAB III
TATA CARA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAtrRAH

Pasal 8
Bupati mendelegasikan kewenangan kepada kepa_la Perangkat
Daerah yang membidangi pajak daeral. karena jabatannya atau
atas perrnohonan wajib pajak dalarn hal Pembatalan SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak
benar sebagairnana yang dirnaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

a.SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB
ganda;

b. objek Pajak tidak ada; danlatau
c. objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 9

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembatalan SpPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN d,an/ataw SKpDLB yang
tidak benar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8.

(2) Permohonan pembatalan dapat diajukan oleh wajib pajak atau
kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:



(1)

a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani
oleh wajib pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa
indonesia yang baik dan benar dan rnenyebutkan alasan yang
mendukung permohonannya;

b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
c. melampirkan p ersyarata-n :

1. fotokopi identitas diri (kartu tanda
penduduk/ paspor/ NPWPD) ;

2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
3. data pendukung yang dapat menunjukan bahwa SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut
tidak benar.

d. data pendukung khusus untuk PBB-P2 agar menunjukan SppT
asli tersebut yang tidak benar, diusulkan oleh pemerintah
desa/kelurahan setempat.

Pasal 10

Membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN
dan/ atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan
penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh
Perangkat Daerah yang rnembidarrgi pendapatan daerah.
Hasil penelitian setempat sebagairnana dirnaksud ayat (1)
dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
Laporan hasil penelitian sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
harus mencantumkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
SKPDN dan / atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya
sebagai dasar untuk membatalkan pajak.

Pasal 11

Permohonan pembatalan yang tidak rnemenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (21 tidak diproses.
Dalann tral permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan,
kepala Perangkat Daerah yang rnernbidangi pendapatan daerah
dalarn jangka waktu paling larna 14 (ernpat belas) hari sejak
tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan trarus
memberitahukan secara tertulis kepada w4jib paj ak / ku asanya
disertai alasan yang mendasari.

Pasal 12

(l) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah
dalarn j angka waktu paling larna 14 (empat belas) hari sejak
tanggal penerirnaan perrnohonan pernbatalan secara lengkap,
trarus rnernberikan keputusan atas perrnottonan pernbatalan
yang diajukan.

(2)

(3)

ti)
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(2J

(3)

Keputusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa
rnengabl lkan atam rnenolak perrnotronan rwajib pajak.
Apabila dalarn jangka waktu sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) telatr lewat, kepala perangkat daerah yang membidangi
pendapatan daerah tidak rnernberi suatu keputttsan,
perrnotronan pernbatalan yang diajukan dianggap dikabulkan
dan diterbitkan keputusan pernbatalan sesuai dengan
perrnohonan wajib pajak dalarn j angka waktu paling larna 1

(satu) bulan sej ak j angka waktu beraktrir.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat
Daeral. yang rnembidangi pajak daerah dalam tral Pengurangan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat
diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.

Pasal 14

Perrnohonan pengurangan ketetapan paj ak terhutang dapat
diajukan w4j ib pajak atau kuasanya dan harrs rnemenuhi
persyaratan dan dokurnen pendukung sebagai berikut:
a. setiap perrnohonan diajukan untuk 1 (satu) SPP|, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB;
b.diajukan secara tertulis dalarn bahasa indonesia;
c. surat kuasa (apabila dikuasakan) dan berrnaterai;
d.SPPf, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB

dan tidak rnerniliki tr.nggakan dan belurn kadaluwarsa rnenrlmt
ketentuan perpajakan yang berlaku; dan

e. surat keterangan usaha bubar/pailit atau keterangan lain
yang dianggap sarna sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Pengurangan harus disampaikan kepada kepala Perangkat
Daerah yang mernbidangi pendapatan daerah dalam jangka
waktu antara lain:
a.3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB;
b.3 (tiga) bulan terhitung sej ak tanggal terjadinya bencana

alarn; atarr
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c.3 (tiga) bulan tertritung sejak tanggal terjadinya sebab lain
yang h.rar biasa, kecr-rali apabila Wajib Pajak dapat
rnenunjukan dalarn jangka waktu tersebr.rt tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(2) Pengurangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilaksanakan
apabila:
a.tidak rnerniliki tunggakan Pajak Tahiln Paj ak sebelurnnya

atas objek pajak yang dirnotronkan pengurangan, kecr:.ali
dalarn hal objek pajak terkena bencana alarn atau sebab
lain yang luar biasa; dan

b.tidak diajukan keberatan atas SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang dirnohonkan
pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah
diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat
keputusan keberatan dimaksud tidak diqjukan banding.

Pasal 16

(1) Dalarn hal rnemastikan kernarnpuan rnernbayar Wajib Pqjak atau
kondisi tertentu objek Paiak, dapat dilakukan penelitian
setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat
Daerah yang membidangi pendapatan daeral. .

(2) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1)
dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
trarus memastikan kemampuan membayar wajib pajak atau
kondisi tertentu objek paj ak sebagai dasar untuk pengurangan
ketetapan Pajak.

Pasal 17

(1) Perrnohorran pengurangan yang tidak rnernenuhi ketentr'an
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 14 tidak diproses.

(2) Dafam hal permohonan pengurangan tidak memenuhi
ketentuan, kepala Perangkat Daeratr yang membidangi
pendapatan daeratr dalam j angka waktu palinglama 14 (empatbelas)
harisejak tanggal penerimaan surat permohonan pengura-ngan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 trarus memberitatrukan
secara tertulis kepada wajib pajak/ kuasanya disertai alasan
yang mendasari.

Pasal 18

(1) Kepala Perangkat Daerah yamg rnernbidangi pendapatan daerah
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
tanggal penerimaan permohonan pengurangarr secara lengkap,
trarus memberikan kepr.rtusan atas perrnohonan pengurangan
yang diajukan.
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(2) Keputusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa
rnenerirna atau menolak perrnohonal wajib pajak.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASTIF PAJAK

Pasal 19

Penghapusan atau pengurangan sanksi adrninistratif pajak
daerah berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang
terutang dilakukan apabila terjadi kekhilafan wajib pajak,
kesalahan adrninistrasi oleh petugas pAiak serta terkena
bencana alarn atau sebab lain yang luar biasa.
Penghapusan atau perrgurangan sanksi adrninistratif
sgfagairnana dirnaksud pada ayat (1), tercanturn dalarn SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB.

(3) Penghapusan atau pengurangan sanksi adrninistratif
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dapat diberikan
berdasarkan perrnoleonan Wajib Paj ak.
Perrnotronan penghapusan atau pengurangan sanksi
adrninistratif pajak daeratr sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3) tidak dapat diajukan dalarn tral:
a. wajib paj ak sedang rnelakukan upaya trukurn perpaj akan;

atar
b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsurarr

dart/ atanu penundaan pernbayaran.
Surat kepr.rtusan angsuran sebagairnana dirnaksud pada
ayat (4) hr.rruf b rnerupakan surat keputusan atas angsuran
terhadap SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ STPD / Keputusan
Pernbretulan / Surat keberatan atau Putnsan
Banding/ Peninjauan Kernbali Mahkarnah Agung.

Pasal 20
Kekhilafan waj ib paj ak sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 19
ayat (1), dalarn hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau
pada kondisi tertentu sulit untuk rnenentukan pilihan dalarn
rnernemrtri kewajiban rnernbayar paj ak sehingga
rnengakibatkan wajib paj ak dikenakan sanksi adrninistratif.
Keadaan tidak sadar atau lupa sebagairnana dirnaksud pada
ayat (i) dalarn hak rvajib pajak orang pribadi rnengidap
penyakit yang berkaitan dengan kernarnpuan daya ingat yang
rnenyebabkan Wajib Paj ak dalarn keadaan tidak sadar atau
lupa, dibuktikan dengan surat keter€rngan dol<ter atau rurnah
sakit pernerintah.

Kondisi tertentu sulit untuk rnenentukan pilihan dalarn
rnernemrtri kewajiban rnernbayar paj ak sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1), dalarn hal wajib paj ak orang pribadi rnerniliki

(1)

(21

(4)

(s)

(1)

{21

(3)
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batasan kernarnpuan keuangan sehingga sulit rnenentukan
pilihan untuk rnernbiayai rnusibah atau kewajiban rnernbayar
pajak.

(4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam
memenuhi kewajiban rnernbayar paj ak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
a. wqiib pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat

musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau
sakit yang mengharuskan rawat inap di rurnah sakit
sehingga tidak dapat rnemenutri kewajiban rnernbayar
pajak, dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau
surat keterangan dokter dari rumah sakit;

b. wajib pajak sedang berada di luar indonesia dalam rangka
ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian SppT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB
sampai dengan tanggal setelatr jatuh tempo pembayaran pajak
daerah dirnana wajib pajak ddak rnemiliki suami / istri dan
keturunan; atau

c. wajib pajak/badan yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban rutin atau wajib pajak orang
pribadi yang mengalami kesulitan keualgan sehingga tidak
dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Wajib paj ak yang mengalami peristiwa sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a diberikal penghapusan sanksi
administratif.
Wajib paj ak yang mengalami peristiw4 sesegaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi
adrninistratif maksimal sebesar 5O7" (lirna puluh persen).

Pasal 2 1

Bukan karena kesalahan wajib pajak sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 19, dalam hal kesalahan administrasi oleh petugas
pajak atau keadaan lainnya sehingga mengakibatkan wajib pajak
dikenakan salksi admini stratif.
Kesalahan adrninistrasi oleh petugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal :

a. Keterlambatan petugas pajak dalam mengirirnkan Sppf, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan,/atau SKPDLB sehingga
Wajib Pajak mendapatkan SPP[, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB pada saat atau melewati
tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak;

b. Wajib pajal< yang mengajukan perrnohonan pengurangan
pajak daerah, namun keputusan pengurangan diterbitkan
pada saat atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
atam

(s)

(6)

(1)

{2)
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(3)

(4)

c. Wajib pajak yang dikenai sanksi administratif karena
kesalahan petugas paj ak selain kesalahan tulis dan/atam
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalarn penerapan
peratlrran perundang-undangan.

Wajib pajak yang rnengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif karena kesalahan
administrasi oleh petugas paj ak sebagaimana dirnaksud pada
ayat (2) diberikan pengtrapusan sanksi adrninistratif.
Keadaan lainnya sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang

waktu 30 (tiga puluh) trari sebelum dan saat jatuh tempo
pembayaran Pajak (pengajuan oleh ahli waris);

b. obj ek Paj ak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang,
yang dibuktikan dengan surat penyitaan;

c. waj ib pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan
yang disebabkan oleh pihak ketiga atau bukan karena
kesalatran wajib p4jak antara lain dalam hal tedadi gagal
teknologi;

d. wajib pqjak dan/atau objek pajak yang dikenai sanksi
administratif mengalarni force majeure berupa musibah seperti
terkena bencana alam, kebakaran, banjir besar, huru-hara
/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya dibuktikan
dengan surat keterangan dari instarrsi yang berwenang
(mempunyai kemampuan untuk membayar).

Wajib pajak yang mengqjukan permohonan pengurangan atau
pengtrapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya
sebagairnana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b
diberikan penghapusan sanksi administratif.
Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi adrninistratif karena keadaan lainnya
sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) huruf c diberikan
pengtrapusan sarrksi adrninistratif dalam hal:
a. gagal telorologi terjadi sebelum jatuh tempo pembayaran pajak

daerah:
b. gagal teknologi terjadi setelah jatuh tempo pembayaran paj ak

daerah sebesar persentase sanksi administratif yang
dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya peristiwa gagal
teknologi.

Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. diberikan penghapusan sanksi adrninistratif dalam hal

musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek pajak
lebih dari atau sana dengan 5O%" (lirna puluh persen); atau

b. diberikan pengurangan sanksi adrninistratif sebesar 5O7o (lirna
puluh persen) dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan
kerusakan objek pajak kurang dari 5O%o (lima puluh persen).

(s)

(6)

(7)



BAB VI
PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

(1) Pengajuan permohonan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dala-rn Pasal 19
ayat (3), han.rs memenuhi ketentuan:
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPP[, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB;
b. surat perrnohonan diajukan dalarn bahasa Indonesia, paling

sedikit memuat :

1. nama dan alamat Wajib PAjak;
2. NPWPD;
3. jenis pajak;
4. jumlah, sanksi administratif;
5. besar pengurangan yang dimohon; dan
6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.

c. disampaikan paling larna 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB
kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat ya-ng ditunjuk
kecuali wajib p4jak dapat rnenunjukkan bahwa dalarn jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya;

d. wajib pajak telah rnelunasi pokok pajak; dan / atau
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Paj ak, dalam hal

surat perrnohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Paj ak,
harus dilampirkan Surat Kuasa.

(2) Selain rnemenuhi ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
w4lib pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. fotokopi identitas wqjib pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
b. surat kuasa jika dikuasakan;
c. fotokopi NPWPD;
d. fotokopi STPD;
e. fotokopi SKPD;
f. fotokopi SPPT;
g. fotokopi bulrti pelunasan pokok pajak (STTS, SSPD);
h. surat pernyataan yang berisi alasan kekhilafan Wajib Pajak;

dan
i. bukti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yang

membuktikan adanva kekhilafan atau bukan karena kesalahan
wajib pajak.

Pasal 23

(1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi
adrninistratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat diproses.
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(21

(3)

Dalam hal perrnohonan penghapusan atau pengurangarr
sanksi adrninistratif tidak dapat diproses sesuai dengan
ketentuan yang berlal<u, sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
kepala Perangkat D aerah atau pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari sej ak tanggal diterimanya
permohonan, wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan
rnernberitaJlukan kekur€rngan persyaratan serta alasan yang
rnendasari kepada wajib pajak atau kuasanya jika dikuasakan.
Dalam hal permohonan penghapusan atau pengurangarr
sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib pajak rnasih dapat mengajukan
perrnotronan kembali sepanj a-rrg memenr.rhi persyaratan
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 22.

BAB VII
PEI{YELESAIAN PERMOHONAN PENGHAPU SAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Perrnotronan wajib paj ak atau kuasanya yang telah rnernenuhi
persyaratan setragairnana dirnaksud dalarn Pasal 22,
selanljutnya dilakukan penelitian adrninistrasi atau penelitian
lapangan apabila diperlukan oleh kepala Perangkat Daeral.
atau pej abat yang ditunjuk dan ditrrangkan dalarn laporan
hasil penelitian.
Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagairnarra dirnaksud
pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan
kepala Perangkat Daerah atau pej abat yang ditunjuk.
Keprrtusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), dapat berupa
menerima selurutrnya, rnenolak atau menerima sebagian.
Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan
dinyatakan lengkap, wajib memberi keputusan atas permohonan
\Vajib Pajak atam Kuasa \Vajib Pajak.

BAB VIII
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRATIF SECARA JABATAN

Pasal 25

(1) Penghapusan atau pengurangan sanksi adrninistratif secara
j abatan dilakukan dengan rnenerbitkan keputusan kepala
Perangkat Daera}. yang rnernbidangi paj ak daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(2) Penerbitan Keputusan Kepala perangkat Daerah yang
rnernbidangi pajak daeral. sebagaimana dirnaksud pada ayat (l),
berdasarkan pada p ertirnb angan tertentu.

{3} Pertimbangan tertentu sebagairnana dimaksud pad,a ayat (2),
adalah sebagai berikut:
a. kepentingan Daerah dalam rangka:

1. hari ulang tal.un kabupaten banggai;
2. percepatan target penerirnaan (akhA tahun); dan/ atau
3. penggalian potensi piutang pajak daerah.

b. stirnulus kepada wajib paj ak untuk rneningkatkan
kesadaran wajib paj ak dalarn hal tertib adrninistrasi
pernbayaran; dan/ atau

c. kepentingan sosial kemanu siaan.

Pasa_l 26
w4jib pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi
adrninistratif, tidak dapat diberikan penghap'san sanksi
adrninistratif dan sebaliknva.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daeratr
Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwrrk
pada tanggal | ?eBF(.lxet Pols

AMIRUDIN
Diundangkan di Lurvuk
Pada tanggal t TEBR'JAR,I Rot..!

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI.

/\1t14
\i,

ABDELLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN AAA3 NOMOR ETJZ
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